
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMOHONAN 
 

Ganti Nama, Perubahan Nama, Adopsi/Pengangkatan Anak, Pengesahan 
Perkawinan : 

1. Surat Permohonan diketik dan ditandatangani Pemohon diatas materai 
Rp.6000,- dibuat 2 (dua) rangkap (asli dan Fotocopy dan Softcopy file 
word & pdf); 

2. Fotocopy Surat Nikah Pemohon, dan Foto saat Pemberkatan (Khusus 
untuk pengesahan Perkawinan Non Muslim); 

3. Fotocopy KTP Pemohon yang telah dilegalisir di Kantor Pos; 
4. Fotocopy KK (kartu keluarga) yang telah dilegalisir di Kantor Pos; 
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dilegalisir di 

Kantor Pos; 
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama/WNI untuk keturunan yang 

telah dilegalisir di Kantor Pos; 
7. Dokumen lain yang berkaitan dengan permohonan (Ijazah, Paspor, Surat 

Keterangan dari Lurah/Kepolisian) yang telah dilegalisir di Kantor Pos; 
8. Membawa Surat-surat Asli waktu sidang; 

Keterangan : 
 Dua Orang Saksi (minimal); 
 Khusus untuk Adopsi anak harus disertai izin dari Dinas social 

setempat; 
 

PENDAFTARAN GUGATAN BIASA 
 

7. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 
Gugatan/Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada 
Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan beberapa kelengkapan/syarat 
yang harus dipenuhi: 

 Surat Permohonan/Gugatan 
 Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa 

Hukum) 
 Bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan Gugatan atau 

Permohonan, seperti KTP, KK, Surat Kuasa, Akte dll 
 Akta nikah & Akta kelahiran anak (khusus gugatan perceraian) 
 Softcopy/CD Gugatan 

8. Penggugat/Kuasanya membayar panjar biaya perkara gugatan dengan 
menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh 
Pengadilan; 

 

1. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 
Gugatan/Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada 
Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan beberapa kelengkapan/syarat 
yang harus dipenuhi: 

 Surat Permohonan/Gugatan 
 Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa 

Hukum) 
 Bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan Gugatan atau 

Permohonan, seperti KTP, KK, Surat Kuasa, Akte dll 
 Akta nikah & Akta kelahiran anak (khusus gugatan perceraian) 
 Softcopy/CD Gugatan 

2. Penggugat/Kuasanya membayar panjar biaya perkara gugatan dengan 
menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh 
Pengadilan; 

3. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip; 
4. Menerima tanda bukti penerimaan surat Gugatan/ Permohonan; 
5. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Palangka Raya 

yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti; 
6. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; 

 

PENDAFTARAN UPAYA HUKUM BANDING 

 Para pihak berperkara yang keberatan dan tidak menerima Putusan 
Pengadilan Negeri berhak menempuh upaya hukum banding dengan 
mendaftarkan permohonan banding selambat-lambatnya 14 (empat 
belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah Putusan 
Pengadilan Negeri diucapkan atau pemberitahuan Putusan Pengadilan 
Negeri bagi pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan. Jika hari ke-
14 jatuh pada hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari 
kerja berikutnya. Permohonan banding yang diajukan melampaui 
tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat 
dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan 
banding telah lampau. 

 Atas permohonan banding tersebut, petugas di kepaniteraan perdata 
akan menghitung besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan 
oleh pemohon banding atau kuasa hukumnya ke rekening biaya perkara 
pada bank yang ditunjuk. 
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 Atas permohonan kasasi tersebut, petugas di kepaniteraan perdata akan 
menghitung besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh 
pemohon kasasi atau kuasa hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank 
yang ditunjuk. 

 Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon kasasi 
atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di 
kepaniteraan perdata. Petugas kemudian membukukan panjar biaya ke dalam 
buku keuangan perkara dan mendaftarkan permohonan kasasi pada register 
induk perkara dan register perkara kasasi. 

 Pemohon kasasi atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta 
pernyataan kasasi untuk ditandatangani. 

 Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan pernyataan kasasi kepada 
termohon kasasi atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 7 hari 
kalender setelah tanggal pernyataan kasasi. 

 Pemohon kasasi atau kuasa hukumnya wajib memasukkan alasan-alasan 
kasasi (memori kasasi) selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak 
keesokan hari setelah pernyataan kasasi. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari 
libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Salinan 
memori kasasi akan disampaikan kepada termohon kasasi atau kuasa 
hukumnya dan dituangkan dalam relaas. 

 Atas memori kasasi tersebut, termohon kasasi atau kuasa hukumnya dapat 
mengajukan jawaban atas memori kasasi (kontra memori kasasi). Kontra 
memori kasasi selambat-lambatnya diterima di kepaniteraan 14 hari kalender 
sesudah disampaikannya memori kasasi. Salinan kontra memori kasasi akan 
disampaikan kepada pemohon kasasi atau kuasa hukumnya dan dituangkan 
dalam relaas. 

 Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, para pihak diberikan 
kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage). 

  Dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas perkara harus 
sudah dikirim ke Mahkamah Agung. 

 Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung 
melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. 
Apabila pencabutan permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya maka harus 
diketahui oleh prinsipal. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim 
oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan permohonan 
kasasi yag ditandatangani oleh Panitera. 

 Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Negeri, 
Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan amar Putusan Mahkamah 
Agung kepada para pihak yang dituangkan dalam relaas. 
 

PENDAFTARAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) 

 Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari 
kalender, dalam hal: 

o Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu 
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus 
atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim 
pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau 
tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh 
kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada pada 
pihak yang berperkara; 

 

o Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti 
yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa 
tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat 
bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan 
di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang 
berwenang); 

o Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau 
lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu 
bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan 
sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama 
mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh 
Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan 
putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah 
sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah 
diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; 

o Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan 
Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak 
putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak 
yang berperkara. 

 Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang 
waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke 
Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. 

 Atas permohonan PK tersebut, petugas di kepaniteraan perdata akan 
menghitung besaran panjar biaya perkara yang harus disetorkan oleh 
pemohon PK atau kuasa hukumnya ke rekening biaya perkara pada bank 
yang ditunjuk. 

 Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon 
PK atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada 
petugas di kepaniteraan perdata. Petugas kemudian membukukan 
panjar biaya ke dalam buku keuangan perkara dan mendaftarkan 
permohonan PK pada register induk perkara dan register perkara PK. 

 Pemohon PK atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta 
pernyataan PK untuk ditandatangani. 

 Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan permohonan PK 
disertai salinan alasan-alasan PK kepada termohon PK atau kuasa 
hukumnya dalam waktu paling lama 14 hari setelah tanggal pernyataan 
kasasi yang dituangkan dalam relaas. 

 Atas alasan-alasan PK tersebut, termohon PK atau kuasa hukumnya 
dapat mengajukan jawaban/tanggapan atas alasan-alasan PK yang 
selambat-lambatnya diterima di kepaniteraan 30 hari sesudah salinan 
alasan-alasan PK diterima. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang 
diterima di kepaniteraan harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan 
yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut. 

 Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas 
peninjauan kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung. 

 Pencabutan permohonan PK diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung 
melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon 
peninjauan kembali. Apabila diajukan oleh kuasanya harus diketahui 
oleh prinsipal. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus 

 Setelah menyetorkan panjar biaya pada bank yang ditunjuk, pemohon banding 
atau kuasa hukumnya menyerahkan bukti penyetoran kepada petugas di 
kepaniteraan perdata. Petugas kemudian membukukan panjar biaya ke dalam 
buku keuangan perkara dan mendaftarkan permohonan banding pada register 
induk perkara dan register perkara banding. 

 Pemohon banding atau kuasa hukumnya kemudian akan menerima akta 
pernyataan banding untuk ditandatangani. 

 Jurusita/jurusita pengganti akan memberitahukan pernyataan banding kepada 
termohon banding atau kuasa hukumnya dalam waktu paling lama 7 hari 
kalender setelah tanggal pernyataan banding. 

 Jika dianggap perlu oleh pemohon banding atau kuasa hukumnyanya, alasan-
alasan banding (memori banding) dapat disertakan. Jika pemohon banding atau 
kuasa hukumnya memasukkan memori banding, salinan memori banding akan 
diberitahukan kepada termohon banding atau kuasa hukumnya yang dituangkan 
dalam relaas. 

 Atas memori banding tersebut, termohon banding atau kuasa hukumnya dapat 
mengajukan jawaban atas memori banding (kontra memori banding). Jika 
termohon banding atau kuasa hukumnya memasukkan kontra memori banding, 
salinan kontra memori banding akan diserahkan kepada pemohon banding atau 
kuasanya dan dituangkan dalam relaas. 

 Setelah berkas perkara telah diminutasi, para pihak akan diberitahukan oleh 
jurusita/jurusita pengganti untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara 
(inzage) yang dituangkan dalam relaas. Kesempatan mempelajari/memeriksa 
berkas perkara adalah selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan inzage. 

 Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara harus 
sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. 

 Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila 
permohonan banding diajukan oleh kuasa hukumnyanya) dengan menyertakan 
akta panitera. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh 
Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh 
Panitera. 

 Jika berkas perkara telah diterima kembali di Pengadilan Negeri, Jurusita/jurusita 
pengganti akan memberitahukan amar Putusan Pengadilan Tinggi kepada para 
pihak yang dituangkan dalam relaas. 

 

PENDAFTARAN UPAYA HUKUM KASASI 

 Para pihak berperkara yang keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan 
Tinggi berhak menempuh upaya hukum kasasi dengan mendaftarkan 
permohonan kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender 
terhitung keesokan harinya setelah pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi 
diterima oleh para pihak. Jika hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka penentuan 
hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Permohonan kasasi yang melampaui 
tenggang waktu tersebut di atas tidak dapat diterima dan berkas perkaranya 
tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan 
Negeri. 
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